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BUPATI BANYUWANGI 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR  10 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN REKLAME 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANYUWANGI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pemerintah Daerah 
mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang 
meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, 
pengendalian dan penertiban; 

  b bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan meningkatkan potensi sumber pendapatan dari reklame, perlu 
diatur penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan prinsip-
prinsip akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi 
kepentingan masyarakat, dan potensi daerah; 

  c. bahwa sesuai perkembangan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi 
yang tumbuh pesat disertai pertumbuhan minat menyelenggarakan 
reklame, perlu pengaturan dan penataan penyelenggaraan reklame 
sehingga Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan kondisi saat 
ini dan rencana tata ruang wilayah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Pengaturan 
Penyelenggaraan Reklame dengan mencantumkannya dalam 
peraturan daerah. 

Mengingat            : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan lembaran Negara 
Nomor 4048); 

1 

 

 

 



2 

  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132); 

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5025); 

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5234); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan; 

21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5422); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam 
Penegakan Peraturan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 
2/D); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 
Nomor 1/E); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2010 Nomor 1/B); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 1/D); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2012 Nomor 11/E); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 
2012 Nomor 9/E ). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN BANYUWANGI 

Dan 

BUPATI BANYUWANGI 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME. 
 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas 
Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi. 

5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi. 

6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 

7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. 

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,  firma, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,  organisasi sosial 
politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus dan kewajiban untuk melaksanakan 
Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah. 

11. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas 
permohonan izin penyelenggaraan reklame. 
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12. Kas Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

13. Perforasi adalah tanda khusus legalitas yang dilakukan dengan alat pelubang atau 
plong kertas atau stempel.   

14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya 
dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap 
barang,jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau 
dinikmati oleh umum. 

15. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame 
baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang 
menjadi tanggungannya. 

16. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu 
untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame. 

17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) 
menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat 
berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya 
Videotron dan Large Electronic Display. 

18. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat 
dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, 
kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada 
tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada 
bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari 
maupun yang tidak bersinar. 

19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang 
dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau 
dengan cara dibawa/didorong/ ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada 
gerobak/ rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 

20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan 
dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan 
suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil. 

21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau 
mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan 
menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk 
didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaian bendera), 
tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner. 

22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan 
dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak 
untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk 
didalamnya adalah brosur, leafleat, dan reklame dalam undangan. 

23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas 
diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada 
suatu benda. 

 

 

 

 

 


